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SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. oO2/SK-D|R/05/19

TENTANG

BOARD OF DIRECTORS CHARTER (BOD C",ARIER)

PT BANK VICTORIA INTERNATIOML TbK

Direki PT Bank Vlctoria lnternational Tbk

MENIA4BANG

Pelakanaan prinsip 6ood Corporote Goyernon e (GCG) merupakan unsur penting di
industri perbankan, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi industri perbankan
semakin meningkat. Penerapatn prinsip CCG secara konsisten akan memperkuat posisi
daya saing perusahaan, memakimalkan nitai perusahaan, mengetola sumber daya dan
risiko secara lebih efektif dan efisien untuk menjaga tingkat kepercayaan dan kepentingan
pemegang saham (shareholderl maupun pemangku kepentingan lainnya
\stokehotderl PT Bank Victoria lnternational Tbk.

,vIE 4PERHATIKAN

Visi dan lvlisi Pf Bank Victoria lnternational Tbk.

MENGINGAT

1, Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

2, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04I2014 tanggat 8 Desember 2014
tentang Direksi Dan Dewan l(omisaris Emiten atau Perusahan Pubtik.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember ?016
tentang Penerapatan Tata Xetota Bagi Bank Umum.

4, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13 /SEOJK.o3 /2017 tanggal 17 Maret 2017
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

5. Anggaran Dasar Perseroan.

AIE vIUTUSKAN/ 
^ENETAP(AN

Bodrd Of Directors Chorter (BOD Charter) PT Bank Victoria lnternational Tbk beserta
tugas dan tanggung jawabnya seperti tertampir datam Surat Keputusan ini dan efektif
bertaku sejak tanggal ditetapkan.

L
fr'
e^

\)



bank-pytctona

Dengan diberlakukannya Surat (eputusan Direki ini maka Surat Keputusan Direksi No,
007/SK-D|R/0216 tarEgal 24 Februari 2016 tentarB Soord Of Directors Charter (BOD
Charter) ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 02 rnei 2019



bank{-vtctona

3.4.

3.5.

Lampiran SK Dircki No. 0021SK-AR l05l 19 tarlq.qot 02 Mei 2019

BOARD OF D'RECTORS CHARTER IBOD CHARTER'

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TbK

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Bank Victoria International Tbk sebagai emiten atau Bank pubtik
berkomitmen merqimplementasikan tata ketola Bank yang baik (M Corporate
Governarrce) dalam mengelota, menjatankan dan mengurus Bank untuk menjaga
kepentingan pemegang saha$ (shareholder) maupun pemangku kepentingan
lainnya (stokeholder) yang berlandaskan pada prinsip TARIF, yaitu Transparansi
(Transporency), Akuntabititas (Accountabitity), Pertanggungjawaban
(RewDsibility), lndependen (ltdependency), dan Kewaja.aa (Foirness)-

Pelaksanaan tuga5 dan wewenang direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari pelaksanaan tata kelota Bank yang baik (God Corwate Gwernonce). Di.eksi
datam petaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan dengan etika baik, hati-hati,
profesional dan penuh tanggung jawab disertai atas dasar peraturan perundang-
undangan dan anggaran dasar perse.oan.

Direki mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola jalannya usaha
Bank karena undang-undang memberikan amanah dengan kewenangan
representatif dan manajeriat, sehingga diperiukan ruatu piagam dan pedoman
direki sebagai pedoman bagi direksi datam metaksanakan tugas dan wewenang
dengan penuh tanggung jay/ab untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya,

2. L{akud dan Tujuan .

Piagam dan pedoman direksi disusun untuk mempermudah direksi dalam memahami
petaksanaan tugas dan y/ewenangnya secara efektif, efr'sien, transparan,
kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu
pengembangannya haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Bank. Perubahan-
perubahan yangditakukan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan datam anggaran dasar perseroar.

3. Landasan Peratu.an dan Perundang-Undangan

Landasan peraturan dan perundang-undangan secara garis besar dalam
penyusunan piagam dan pedoman direki diantaranya sebagai berikut:

3. 1. Undang-undang No. 40/2007 tentang PeBeroan Terbatas.

3,2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04I2014 tahun 2014
tentang Direki dan Dewan Komisaris Emiten atau Bank Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal
9 Desember 2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 1llSEOJK.0ll2017 tanggat
1 7 Maret 201 7 tentang Penerapan Tata (elota Bagi Bank Umum.

Anggaran Dasar Perseroan.

t'rv



ba n k$v lctof ld,"-,,* 
*,,** -,. *,, *,

4. Daftar lstilah

Bank adatah PT Bank Victoria lnternationat Tbk.

Dewan Komisari5 adatah organ Bank yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusu5 seylai dengan anggaran dasar
serta memberi nasihat kepada direki.

Direkri adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan Eank untuk kepentingan Ban( sesuai d;ngan
maksud dan tujuan Bank serta mewakiti Bank, baik di datam maupun di
tuar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank,

Pemegang Saham adatah seseorang atau badan hukum yang secara sah
memitiki satu atau tebih saham pada Bank.

Bank Pubtik adatah Bank yang memenuhi kriteria jumtah pemegang
saham dan modal disetor sesua; dengan ketentuan peraturan perundlng-
undangan di bidang pasar moda{.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Bank yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau De\ /an
Komisari5 daiam batas yang ditentukan datam undang-undang dan/atau
anlgaran dasar Bank-

B. DIREKSI

l. FurEsi Direksi

Direksi merupakan organ Bank yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan
Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun
di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran.

2. Persyaratan Direkri

7.1. PersyaratanFormal

2.1.1. C-akap melakukan perbuatan hukum.

2-'1.2, Datam 5 (tima) tahun sebetum pengangkatan dan selama
menjabat:

2.1.2.1. Tidak pemah dinyatakan paitit.

2.1.2.2- Tidak pernah menjadi anggota direki yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank
dinyatakan paitit.

2.1.2.3. Tidak pemah dihukum karena metakukan tindakan
pidana yang merugikan keuangan ne€ara dan/atau
yang berkaitan de.Ean sektor keuangan, dan

2.1.2.4. Tidak pemah menjadi anggota direksi yang setama
menjabat :

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

a. Pernah tidak menyelenggat akan RUPS tahunan, 
- S
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b. PertarEgurqia\4abannya se@ai arEgota. Direki
penEh tljak diterinE deh RUPS atar pernah tdak
memberikan pertanggunqiawaban sebagai anggota
direki kepada RUPs, dan.

c. Pernah menyebabkan Bank yang memperoteh
izin, persetujuan, ataj pendaftaran dariOtoritas Jasa
KerarEan tidak memenuhi kewajiban
menyampaikan laporan tatnnan dan/atau taporan
keuarEafl l€pada Otoritas Jasa Keuangan.

2.2. Persyaratanl,,laterial

2.2.1. ,Jempunyai akhtak, rnorat, dan integritas yang baik.

2.2.2. I'tiemiliki komitmen untuk rnematuhi peraturan perundang-
undangan.

2.7.3. ldemitiki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang
dibutuhkan untuk rnenjatankan tugasrn/a.

2.1. Persyaratanlainnya

Anggola direki dilararE memarEkj jabatan rangkap apabila jabatao rdngkap
teGehrt ditararE dan/atau bertentar€an derBan peraturan perundang-
urdarEan, dan/atau apabila jabatan rarEkap tersehJt rnurgkin dapat
nEnimbutkan benturan kepentingan.

3. Keangotaan Direksi

3.1. Jumtah Anggota Direki

3.1.1. Direki terdiri dari 5edikitrrya 3 (ti!]a) orang anggota, yang terdiri
dari:

3.1-2.

3-1.1.-1. Seordrq Direktur Utarna.

3.1.'1.2. 2 (dua) orarg direldrr atau lebih.

Bilamana dipandang pertu dapat diangkat seorang atau tebih
sebagai Wakil oirektur Utarna.

3.2. Masa Jabatan Direkli

3,2.1, Para anggota direksi diangkat untuk jangka lraktu terhitung
sejak tanggat yang ditetapkan oteh RUPS yang mengangkatnya dan
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir
1 (satu) periode masa jabatan dirnakud dengan ketentuan 1 (satu)
periode rnasa jabatan angota direksi adatah 3 (tiga) tahun, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal, namun dernikian derEan tidak rnengurangi hak RUPS
tersebut untuk memberhentikan anggota direki tersebut sewaktu-
waktu sebetum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan
ketentuan angaran dasar.

3.2-2. Anggota direksi setetah masa jabatannya berakhir dapat
diangkat kembati sesuai dengan keputusan RUPS. a\t

a
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3.2.l. Jabatan anggota direki berakhir dengan sendirinya, jika seorang
anggota direksi:

3.2.3-1- Meninqgatdunia.

1.2_3.2_ Dinyatakan pail.it atau ditetakan diba\,vah
pengampunan berdasarkan suatu putusan
pengadilan.

1.2.3.3, Tidak tagi memenuhi persyaEtan perundang-
undangan yang berlaku, dengan memperhatikan
peraturan di bidang pasar modal.

3.2-3.4. Eerdasarkan keputusan RUPS,

3.2.4. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
makudnya tersebut kepada Bank pating lambat 30 (tiga
putuh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan
anggota direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap
dapat dimintakan pertanggjawabannya sejak
pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal

, pengunduran dirinya tersebut datam RUPS berikutnya.

4, lndependensi Atau Kemandirian Direksi

lndependensi direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga, agar
direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Bank secara
keseluruhan, untuk menjaga independensi direki, maka Eank menetapkan
ketentuan sebagai berikut:

4.1 . Selain direki, pihak tain manapun ditarar€ melakukan atau campur tangan
dalam kepengurusan Bank.

4.2. Direksi harus dapat mengambit keputusan secara obyektif, tanpa
benturan kepentingan dan bebas dari s€ata tekanan dari pihak manapun.

4.3. Anggota direksi ditarang metakukan kegiatan yang dapat
mengganggu independensinya datam mengurus Bank.

5. Program PerEenalan Dan Peningkatan Kapabilitas

5-1. Untuk anggota direksi yang baru diangkat, wajib diberikan program
pengenalan mengenai kondisi Bank secara umum.

5,2. Penanggungjawab atas program pengenalan tersebut adalah sekretaris
perusahaan atau siapapun yang menjatankan fungsi sebagai sekretaris
perusahaan,

5.1. Peningkatan kapabititas dinitai penting agar direki dapat sel.atu
memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis
Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 5ebagai
bentuk antisipasi atas masatah yar€ timbul di kemudian hari bagi
kebertangsungan dan kernajuan Bank.

5.4. Program pengenatan direki metiputi dan tidak terbatas pada hat-hat
berikut ini: qL

)I
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5.4.1 . Pemberian informasi yang terdapat pada website Bank.

5.4.2, Pengenalan tentang seturuh sistem dan prosedur yang
terdapat pada intranet Bank,

5.4.1. lrlembawa ketiting ke cabang-cabang terutama cabang besar.

5.4 -4 - Menginformasikan lnnual Report-

6. Etika Jabatan Direksi

6.1. Etika berkaitan dengan ketetadanan bahwa seturuh angggota direksi
harus mendoror€ terciptanya peritaku etis dan menjunjung the highest
ethical stondard di Bank, sehingga setiap anggota direksi dapat menjadi
tetadan yang baik bagi karyawan Bank,

6.2. Etika berkaitan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
bahwa seturuh anggota direksi harus melaksanakan peraturan perundang-
undangao, anggaran dasar Bank serta peraturan Bank yang be.laku.

6.3. Etr'ka berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi bahwa
seluruh anggota direksi harus menjaga kerahasiaan informasi Bank
dan ditarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Bank
danr mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Bank yang
diperolehnya rlama menjabat di Bank.

6,4. Etika berkaitan dengan petuang Bank dan keuntungan pribadi bahwa
seluruh anggota direlGi ditarang mengambil keuntungan diri sendiri,
keluarga, ketompok usahanya dao/atau pihak lain dari peluang bisnis Bank.

6.5. Etika berkaitan dengan benturan kepentingan bahwa seluruh anggota
direksi ditarang berada disituasi atau kondisi tetentu dimana kepentingan
anggota direksi bertentangan dengan kepentingah Bank, namun apabita
terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan anggota
direksi yang bersangkutan tidak boteh metibatkan diri datam proses
pengambitan keputusan Bank yang berkaitan deflgan benturan
kepentingan tersebut.

6.6. Etika pemberian dan penerimaan hadiah donasi bah,ra seluruh anggota
di.eki dr'tarang memberikan atau menawarkan sesuatu serta menerima
sesuatu untuk kepentingan pribadi, baik tangsung ataupun tidak langsung
dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

6.7 . Etika independensi dalam bertindak bahwa seluruh anggota direksj
harus mengambil sikap, pendapat dan tindakan yang didasarkan atas
unsur obyektiyitas, profesional dan independen demi kepentinga Bank
yang seimbang dengan kepentingan para pemangku kepentingan.

Etika direksi untuk mewakiti Bank apabita anggota direksi tidak
memitiki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan 8ank.

7. Tugas dan Kewajiban Direksi

Direksi diketuai oteh Direktur Utama bertanggung jawab untuk:

7.1. l'4etaksanakan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien, serta
mewakiti Bank baik didalam maupun dituar pengaditan. 

^ ^1r
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7.2. Metaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Coyernonce datam setiap
kegiatan usaha Bank pada seturuh tingkatan dan jenjang organisasi
dengan tetap memperhatikan prin:ip kehati-hatian dan kepatuhan
terhadap ketentuan yang bertaku.

7,3, i4enyusun strategi usaha dan arah kebijakan sesuai dengan vis, dan
misi Bank yang tetah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank serta
bertanggung jawab mengawasi dan melaksanakan dari waktu ke waktu
dan menjamin partisipasi seluruh pegawai untuk ikut berperan sesuai
dengan bidang dan kompetensi masing-masing.

7 .4. l{enyusun dan menetapkan struktur organisasi Bank beserta
uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta mengetola sumber
daya secara optimat.

7.5. Mengungkapkan kepada seturuh pegawai kebijakan Bank yang bersifat
st.ategis dibidang kepegawaian termasuk meningkatkan pengetahuan
dan penetapan remunerasi se5uai dengan k€mampuan Bank dan
lingkungan peer group serta menciptakan jenjang karir yang baik dan
terbuka dengan mene.agkan reword punishment (promosi, demosi, mutasi
dan pemutusan hubungan kerja).

7.6. Me4erapkan tata tertib serta ketentuan tentang benturan
kepentingan yang rnengikat dan wajib ditaati. Termasuk pengaturan
tentang mekanisme pengambitan keputusan dan hak bagi anggota direksi,
jika diantara mereka memiliki pendapat yang berbeda, termasuk hak
untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas
Pengawas Bank atas hat-hat yang dapat membahayakan Bank.

7 -7 - lvtemastikan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan
untuk keperluan intemal maupun ektemal, sesuai dengan Pemyataan
Standar Akuntami Keuangan (PSAK), Pedoman Akuntansi Perbankan
lndonesia (PAPll, lnternational A..ounting Standord (lAS) dan ketentuan
lain yarE bertaku dengan memberdayakan fungsi pengendalian internat
secara efektif termasuk peran Satuan Kerja Audit lnterrEL (SKA|/lrtegrated
& Anti Fraudl Risk ilanagement/rrtegrated dan Camptionce &
AMLI lntegroted sebagai quality assuronce.

7.8. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari
SKAII lntegrated & Anti Froud Bank, auditor eksternal, dan hasil
pengawasan dan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
hasiI pengav/asan otoritas lainnya ditindak tanjuti dengan baik.

7.9. I'tengungkapkan kepemitikan saham pada PT Bank Victoria
lnternationaI Tbk rnaupun kepemitikan saham pada Bank lainnya baik yang
berkedudukan di datam negeri ataupun di tuar negeri serta
mengungkapkan keterkaitan hubungan keuangan, hubungan ketuarga
serta keterkaitan tainnya dengan pemegang saham, anggota Dewan
Komisaris dan anggota direksi.

7.'10. Secara rinci, pembagian tugas dan tanggungjawab setiap anggota direksi
diatur dalam surat keputusan Dey/an Komisaris secara terpisah.

iJ{-
q.
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7.1 1 . Waktu kerja direki

Waktu kerja masing-masing direksi adatah 8 (detapan) jam kerja datam 1

(satu) hari atau 40 (empat putuh) jam kerja datam 1 (satu) minggu untuk
5 ([ima) hari kerja atau tebih apabita diperlukan.

8. Wewenang Direksi

8.1 . Mewakiti Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segata hal dan
datam segata kejadian, mengikat Bank dengan pihak tain dan pihak tain
dengan Banl! serta menjalankan segata tindakan, baik yang mengenai
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan yang
ditetapkan datam anggaran dasar perseroan dan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.2. Untuk melakukan tindakan tertentu, direksi tertebih dahulu harus
mendapat p€rsetujuan tertutis dari Dewan Komisaris,

8.3. Kecuati ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang bertaku,
beberapa hal. yang rnembutuhkan peBetujuan dari Dewan Komisaris
adalah;

8.3.1. l{enerima pinjaman dari siapapun atau menjadi terhutangI kepada siapapun, badan hukum atau Bank untuk jangka waktu l
(tiga) tahun atau tebih dan apabita jumtah pinjaman tersebut
untuk 1 (satu) kati transaki metebihi suatu jumlah yang sama
dengan 25% (dua putuh lima perseratus] dari jumtah modat
Bank yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang
terakhir sebagaimana sewaktu-yraktu ternyata dari taporan
keuaogan Bank yang terakhir yang tetah diperiksa, disahkan dan
sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik.

8.3.2. Memberi pinjaman kepada siapapun juga untuk jangka waktu
1 (satu) tahun atau lebih sesuai dengan p€raturan perundang-
undangan yang berlaku apabita jumtah pinjaman tersebut untuk
1 (satu) kali transaksi melebihi 5i6 (tima persen) dari jumlah
modal Bank yang disetor penuh dan cadangan-cadangan yang
terakhir sebagaimana temyata dari laporan keuangan Bank yang
tetah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh
akuntan pubtik-

8.3.3. Memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk
seseorang, badan hukum atau Banl! apabita jumtah yang
dijamin itu untuk setiap transaksi yang dijamin metebihi suatu
jumlah yang sama dengaB 5% (tirna persen) dari jumtah modai
Eank yang tetah disetor penuh dan cadangan yang terakhir
sebagaimana ser{aktu-waktu ternyata dari taporan keuangan
Bank yang terakhir yang tetah diperiksa, disahkan dan
sebagaimana dinyatakan oteh akuntan publik.

8.3.4. Memasang atau membebankan hak tanggungan,
menggadaikan atau dengan cara tain memperianggungkan
kekayaan atau kekayaan-kekayaan Bank untuk setiap transaksi
yang merupakan suatu jumlah yang sama dengan atau metebihi
5% (tima persen) dari nitai buku dari seluruh jumlah kekayaan \r

w
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Bank sebagaimana sewaktu ternyata dari laporan keuangan
Bank yang terakhir telah diperika, disahkan dan sebagaimana
dinyatakan oleh akuntan pubtik.

8.3.5. ,vlemperoleh, mengatihkan atau melepaskan denqan cara
apapun hak-hak atas barang-barang tidak bergerak dan Bank.

9, Direksi Wajib Meminta PersetuJuan RUPS Untuk

9_1-

9.2.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
jaminan utang seturuh atau sebagian besar harta kekayaan Bank datam
tahun buku datam 5atu transaki atau beberapa transaki yang berdiri
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama [ain.

Untuk rnetakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan
kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, Dewan
Komisaris atau pernegang saham, dengan kepentingan ekonomis Bank.

10. Hak Direksi

'10.1- Menetapkan kebijakan datam kepemimpinan dan kepengurusan Bank.

10.2. Mengatur penyerahan kekayaan direki untuk mewakiti Bank di datam
darl di tuar pengaditan kepada seseorang atau beberapa orang direktur
yang khusus, ditunjuk urtuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang
karyawan Bank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada
orang atau badan [ain.

'10.3. lviengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Bank termasuk
penetapan gaji, pemiun, jaminan ha.i tua dan penghasilan bagi karyawan
Bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

'10.4. l,tengangkat dan memberhentikan karyawin Bank berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan kepegawaian
Bank.

'10.5. Memberi penghargaan daD sanlsi (reward aDd purishrnent) karyawan
Bank berdasarkan peraturan kepegawaian Bank.

10.6, 
^,lemastikan 

sumber daya manusia Bank memitiki kompetensi dan
kemampuan yang handal sesuai dengan bidang tugasnya.

1 0.7. l elakukan aldivitas di tuar Bank yang tidak secara tangsung berhubungan
dengan kepentingan Bank seperti l€giatan n€ngajar, menjadi pengurus
asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas menggunakan
waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau direktur
lainnya.

10.8. itemperoteh cuti sesuai ketentuan yang bertaku,

10.9. 
^,lempergunakan 

saran proiesionat.

'1 0. 10, i'lenerima insentif dan taltiem apabita Bank mencapai tingkat keuntungan
sebagai imbatan atas prestasi kerjanya yang besamya ditetapkan oteh RUPs.

1 0. '1 1 . lienerima gaji berikut tufljangan, sarana dan fasititas Bank serta santunan
puma jabatan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaanya

C\Pu&.
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disesuaikan dengan kondisi keuangan Bank, azas kepatuhan dan ke,{ajiban
serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Penjabaran tentang sarana dan fa5ilitas Bank dituangkan tebih
lanjut dalam keputusan RUPS.

1 0. 1 2, l,lenetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi Bank

10.13. Anggota direki memitiki hak untuk membeta diri, jika:

10.11,1, Anggota direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu ol.eh RUPS
dengan menyebutkan atasannya, nEka anggota direki diberi
kesempatan untuk hadir datam RUPS guna membeta diri.

10.11.2. Anggota direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu oteh
Dewan f.omisaris dengan rnenyebutkan atasannya, maka anggota
direki diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna
membeta-

1 1. Ketentuan Rapat Direksi

1 1.1. Pelaksanaan Rapat Direksi

1 1 .1 .1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggapr pertu oleh salah seorang anggota Direksi, atau atas permintaan
dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1

(satu) pemegang saham atau tebih yang (bersama-sama)
memitiki sedikitnya'l/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumtah
semua laham dengan hak suara yang sah, yang dikeluarkan
Bank.

1 1 . 1 .2. Rapat direksi secara berkala pating kurang 1 (satu) kati datam
setiap bulan.

1 '1.2- Petaksanaan Rapat Direki bersama Dewan Komisaris

Rapat direki bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1

(satu) kati datam 2 (dua) butan.

1 1 ,3. Pelaksanaan Rapat Direktorat

Rapat direktorat secara berkata pating kurang 1 (satu) kati datam setiap
butan-

1 '1.4. l ekanisme Rapat

11.4.1. Rapat direksi dapat ditangsungkan, sah dan berhak
mengambit keputusan yang mengikat apabita dihadiri secara
fisik ataupun secara telekonferensi lebih dan 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumtah anggota Direksi.

11.4.2. Kehadiran anggota direksi dalam rapat, diungkapkan datam
laporan tahunan Bank.

1 1.4.3. Direki menjadlvatkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum
berakhimya tahun buku,

1r
&
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11.4,4, Pada rapat yang tetah dijadwalkan, ttahan rapat disampaikan
kepada peserta sebelum .apat direlenggarakan.

1 1.4.5. Datam hal terdapat rapat yang disetenggarakan di tuar jadwal
yang telah disusun, bahan raf,at disampaikan kepada peserta
rapat paling tambat sebetum rapat disetenggarakan.

11.4.6. Pemanggilan rapat direksi harus dilakukan oleh anggota
direksi atau yang berhak mewakili direksi.

1 1.4.7. Jika hat-hal yang hendak dibicarakan dalam rapat direksi perlu
segera dlselesaikan, jangka waktu pemanggitan dapat dipersingkat
dengan tidak memperhitungkan tanggat pemanggitan dan tanggal
rapat direksi disetenggarakan.

11.4.8. Pemanggitan untuk rapat direksi hams mencantumkan acara,
tanggal, \,iaktu dan tempat rapat direksi.

11.4.9. Rapat direki diadakan di tempat kedudukan Bank atau tempat
kegiatan usaha utama Bank didatam wilayah Republik lndonesia
pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota direksi

, yang memanggil rapat,

11.4.10. Rapat direksi dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direktur
Utama berhatangan atau tidak hadir karena ala5an apapun haL

mana tidak pertu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat
direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota direksi yang
ditunjuk oLeh dan dari antara para anggota direksi yang hadjr
dalam rapat direki yang bersangkutan.

11.4.11. Rapat direki adatah sah dafl berhak.mengambit keputusan-
keputusan yang mengikat hanya apabita lebih dari 1/2 {satu per
dua) bagian dari jumtah anggota direki yang hadir dan/atau
di\r/akili.

11.4.'12. Keputusan rapat direksi diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat.

11.4.'1l.Dalam hat tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat,
pengambitan k€putusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota direksi
yang hadir.

11,4.13.1. Setiap anggota direksi yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu)
suara untuk setiap anggota di.eki tain yang
diwakilinya dengan sah.

11.4-13.2- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa
tandatangan, 5edangkan pemungutan suara
mengenai hal-hat tain ditakukan secara [isan
kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa
ada keberatan berdasarkan
yang hadir,

suara terbanyak dari

q)t
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11.4.14.

11.4_15.

11,4.13.3. Suara btanko dan suara yang tidak sah harus
dianggap tidak diketuarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumtah suara yang dikeluarkan.

Hasil rapat direksi dituangkan dalam risalah rapat,
ditandatangani oleh seluruh anggota direki yang hadir, dan
disampaikan kepada seluruh anggota direksi.

Hasil rapat djreksi bersarra Dewan Komisaris dituangkan dalam
risalah rapat, ditandataogani oleh anggota direksi dan anggota
Dewan Komisan's yang hadir, dan disampaikan kepada seturuh
anggota direki dan anggota Dewan lbmisaris.

Risatah rapat direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam
rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat.

Pe6edaan pendapat ldissenting opinions) yang terjadi dalam
rapat direksi, dicantumkan secara jelas dalam salah rapat
beserta atasan perbedaan pendapat tersebut.

Bilamana ada persetisihan mengenai hal-hat yang dicantumkan
dalam risalah rapat direksi, maka hal tersebut harus diputuskan
datam rapat direki dan keputusannya harus disetujui oleh lebih
dari 1/2 {satu per dua) dari jumtah semua anggota direksi yang
sedang menjabat yang hadir.

Datam hal terdapat anggota direki dan/atau anggota De\,{an
Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang
bersangkutan wajib menyebutkan atasannya secara tertulis
dalam surat tersendiri yang ditekatkan pada risalah rapat.

Risatah rapat direksi wajib didokumentasikan oteh Bank.

Risatah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota direksi
dan untuk pihak ketiga roengenai keputusan yang diambil. datam
rapat yang bersangkutan.

Jika risalah dibuat oleh seorang notaris, penandatanganan
demikian tidak disyaratkan.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan rapat direksi, asal saja semua anggota direki tetah
diberitahu secara tertutis tentang usul yang bersangkutan, dan
5emua anggota direki m€mberikan persetujuan mengenai usut
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambit dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambit dengan
sah dalam rapat direki.

Seorang anggota direki yang secara pribadidengan cara apapun,
baik secara langsung maupun secara tidak tangsung mempunyai
kepentingan dalam suatu transaki, kontrak yang diusulkan,
daLam mana Bank menjadisatah satu pihaknya harus menyatakan

n,4knr
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sifat kepentingan datam suatu rapat direksi dan dia tidak berhak
untuk ikut datam pengambilan suara mengenai hat-hat yang
berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

12. Evaluasi Kinerja Direki

Petaksanaan evatuasi kinerja dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan
berkala. Penilaian kinerja direksi adalah sebagai berikut:

12.5.

'13. Organ dan Komite Pendukung Direksi

13.1, Dalam menjatankan tugasnya, direksi dibantu oleh sekreta.is perusahaan
dan komite-komite yang b€rtugas untuk memberikan saran dan
rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-
arahan direksi. Saat ini Bank memitiki 10 (seputuh) komite di bawah
Direki, yaitu :

12.2.

12.3.

12.4.

Direksi menyusun l(ey Performance lndicotors (KPI) yang memuat rencana
kerja, sasaran atau target yang akan dicapai dalam satu tahun maupun
triwutanan.

Direksi metaporkan .ealisasi pencapaian target masing-masing KPI dalam
laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris baik
secara indMdu maupun kolektif untuk di evaluasi.

Hasil evatuasi KPI Direksi oleh Dewan Komisaris merupakan media
penilaian pertanggungjawaban direksi di RUPs.

Penitaian kinerja direksi ditaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Direktur
Utama dapat menilai direksi lainnya. Penitaian kinerja direksi
berdasa.kan indikator umum, yaitu:

12.4,1. Terlaksananya kepemimpinan (leadership), kerjasama (tedm
worl), komunikasi dan kompetensi yang baik.

12.4.2, Terlaksananya G@d Corryate Governorce datam setiap kegiatan
usaha Bank.

12.4.1. Terlaksananya pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).

12.4.4. Terlakananya p€ngawasan atas tindak lanjut dari direki
berdasarkan audit, rekomendasi Satuan Kerja Audit InternaL
Bank, auditor ekternal atau penga!{asan Otoritas Jasa
Keuangan.

Peoilaian kinerja tersebut menggunakan ukuran kriteria berdasarkan
nilai, yaitu nilai 3 (tiga) untuk kinerja Baik, nilai 2 (dua) untuk kinerja
yang dianggap cukup, sedangkan nitai 1 (satu) untuk kinerja yang dianggap
kurang. Evaluasi terhadap kinerja direki dilakukan 1 (satu) kati datam
setahun oleh Dewan Komisaris. Adapun penilaian tainnya ditakukan
berdasarkan parameter kriteria penilaian tugas dan tanggung jawab direksi
dalam sel, csiessmert pelal$anaan GCG sebagaimana diatur pada Surat
Edaran Bank lndonesia No.15/ 1s/DPNP/tanggal 29 April 20'll perihat
Petakanaan Good Corporote Governance bagi Bank Umum.

\r
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13. 1. 1. Komite i{anajemen Risiko/Terintegrasi

11.1.2. Komite Kebijakan Perkreditan.

13.1.3. Komite Kredit.

13.1-4. Asset ond Liability Committee {ALCOI

13.1.5. KomiteTeknologi lnformasi.

13.1.6. Komite Transaki, Product Asset atd Liabilities.

13.1.7. Komite Personalia,

11.1.8. Komite Pengadaan Barang dan Jasa

11.'1-9. Komite Pemantau Pelaksanaan Good Corporate Goyemance.

13.1.10, Komite investasi

Datam pembentukan komite-komite tersebut, direki berwenang untuk
mengatur komposisi dan kompetensi ar€gota, komite sesuai deagan ukuran
dan komplekitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing komr'te akan
menjadi acuan direki dalam pengambitan keputusan.

C. ANTAR ORGAN BANK

PrirEip Dasar Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris Dengan Direksi

1. Keberhasilan penerapan Goad Corporate Governonce satah satunya bergantung
pada hubungan kerja antar organ Bank. Demi terciptanya hubungan yang harmonis
datam petaksanaan tugas, mekanisme kerja antar organ Bank diatur dengan
berlandaskan prin5ip kebersamaan, sating menghargai fdngsi dan perannya dan
bertindak resuai dengan ke\,yenangan yang tetah ditetapkan untuk pencapaian visi
misi Bank,

2. Hubunqan antara Dewan Komisaris dan direksi datam sistem tata hukum lndonesia
merupakan hubungan yang berdasarkan pada primip two tier systea. A.linya
bah,{a Bank dipimpin dan diketota oteh direki, 5edangkan Dewan Komisaris
melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap tindakan yang dilakukan
direksi. Hubungan kerja tersebut bersifat check and balances dan independen
dengan prinsip bahwa kedua organ tersebut mempunyai kedudukan yang setara
guna mencapai tujuan akhir bagi kernajuan dan kesehatan Bank. Baik direl$i
maupun Dewan Komisari5 adalah 2 (dua) organ Bank yang terpisah dan berdiri
5endiri.

3. Terciptanya sebuah hutungan kerja yang baik antara Dewan (omisaris dengan
direksi merupakan satah satu hat yang sangat penting agar masing-masing organ
tersebut dapat bekerja sesuai taoggung jawab dan wev/enang masing-masing
dengan efektif dan efisien. Untuk itu, datam rnenjaga hubungan kerja yang baik
antara Dewan Komisaris dengan direksi menerapkan p.insip-prinsip sebagai berikut:

Dewan Komisaris menghormati taoggung jawab dan wewenang direksi
datam rnengurus Bank sebagaimana telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Bank.

1 t
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3.2.

3.3.

D. PENUTUP ]

Pr'agam dan Pedoman Direksi merupakan panduan untuk mempermudah direksi
dalam memahami petaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif, efisien,
transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat
Piagam dan Pedoman Direk5i merupakan kompitasi dari prinsip-prinsip hukum
korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan
perundang-undangan yang bertaku serta berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam
Anggaran Dasar Bank dan berbagai ketentuan hukum lainny-a yang tetap mengikat
wataupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Piagam dan Pedoman Direksi ini.

Untuk pengembangannya harus selalu dilakukan sesuai kebutuhan Bank dan didasarkan
pada peraturan perundang-undarEan yang bertaku dan Anggaran Dasar Persercan- Apabita
terdapat perubahan Anggarao Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mempengaruhi isi atau kebertakuan Piagam dan Pedoman Direki ini,
maka akan dilakukan penyesuaian.

3.4.

Direksi menghormati tanggungjawab dan wewenang Dewan Xomisaris untuk
metakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan
pengurusan Bank oleh direksi.

Dalam rangka sating menghormati tanggung jawab dan wewenang organ
Bank lainnya, Dewao Komisaris dan direkli harus m€mahami tanggung
jawab dan wewenang organ Bank lainnya.

Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan direksi merupakan
hubungan yang bersifat format ketembagaan, datam arti harus senantiasa
dilandasi oleh suatu mekanisrne baku atau korespondensi yang dapat
dipertanggungiawabkan.

Setiap hubungan kerja yang bersifat informat dapat saja dil.akukan oleh
masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan direki, namun tidak dapat
dipakai sebagai kebijakan formal sebetum metalui mekanisme atau
korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Direksi berkewajiban hadir datam rapat yang diselenggarakan oleh Dewan
Komisaris, jikatau diundang.

3.5.

3.6.
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